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TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori
1. Teori gaya pikul.

Teori gaya pikul menjelaskan bahwa pemungutan pajak didasari oleh
segala hal yang dihasilkan negara untuk masyarakat yang bisa berupa
pengamanan terhadap segala hal yang dimiliki oleh warga yang berkaitan
dengan program-program yang dilakukan oleh pemerintah. Agar bisa
memenuhi  keperluan tersebut, pemerintah memerlukan dana melalui
pembayaran beban yang dipikul oleh masyarakat sebagi timbal balik dari
penerimaan manfaat dari program pemerintah dalam bentuk pembayaran
pajak. Sumber dana yang diperoleh dari hasil pemungutan pajak akan
berdampak pada tingkat terwujudnya pembangunan negara, karena dana pajak
merupakan sumber dana terbesar dalam anggaran belanja pemerintah yang
digunakan untuk pembangunan negara berdasarkan program-program yang
dilakukan.

Teori ini didasari oleh asas keadilan dimana pajak harus dibayarkan
oleh Wajib Pajak menurut gaya pikul seseorang sehingga terdapat
keseimbangan terhadap timbal balik yang diberikan oleh kedua belah pihak

yaitu pemerintah dan masyarakat. Gaya pikul yang dimaksudkan bisa diukur
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melalui besarnya penghasilan dan kekayaan atau bisa dengan melihat
pengeluaran atau pembelanjaan seseorang (Fenita, 2012).

Teori gaya pikul juga dapat dikaitkan dengan variabel kondisi
keuangan Wajib Pajak, dimana teori ini menjelaskan bahwa individu akan
membayar pajak sesuai dengan kondisi keuangan dari Wajib Pajak tersebut.
Pernyataan tersebut memberikan penekanan bahwa kondisi keuangan dapat
mempengaruhi kepatuhan pajak, apabila perekonomian yang dimiliki Wajib
Pajak sedang dalam kondisi yang baik maka tentunya Wajib Pajak tersebut
dapat menyisihkan beberapa rupiah untuk membayar pajak. Namun apabila
Wajib Pajak ini sedang berada pada perekonomian yang buruk maka akan
timbulah tekanan pada pikirannya, ia akan mencari cara bagaimana untuk
menghindari pengeluaran-pengeluaran yang hendak ia lakukan termasuk
dalam pembayaran pajak.

Theory of Planned Behavior (TPB).

Teori perilaku terencana merupakan teori yang menjelaskan mengenai
bagaimana suatu perilaku yang ditunjukkan oleh setiap individu muncul,
dimana hal ini disebabkan karena individu tersebut memang memiliki niat
untuk menunjukkan perilaku yang ia tunjukkan (Kurniawan, Kholmi dan
Setyawan, 2015). Nalendro (2014) menyebutkan bahwa teori ini menjelaskan
apabila tindakan dari setiap individu diarahkan atas dasar tiga jenis
kepercayaan, ketiga kepercayaan tersebut adalah sebagai berikut: 1)

Keyakinan perilaku (behavioral beliefs), merupakan kepercayaan seseorang
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terhadap kemungkinan munculnya suatu perilaku atas suatu hal. 2) Keyakinan
normatif (normative beliefs), merupakan kepercayaan atas munculnya harapan
normative dari pengaruh orang lain serta dorongan untuk memenuhi harapan
tersebut. 3) Keyakinan control (control beliefs), merupakan kepercayaan
mengenai segala hal yang bisa memperkuat atau memperlemah Kinerja dari

apa yang ditunjukkan.

Berdasarkan kepercayaan-kepercayaan di atas maka dapat dijelaskan
bahwa seseorang akan patuh atau tidak patuh terhadap peraturan pajak
dipengaruhi oleh pertimbangankan manfaat yang diperoleh dari pembayaran
pajak. Teori ini juga sesuai dalam menjelaskan mengenai bagaimana sikap
dari seorang Wajib Pajak dalam melakukan kegiatan perpajakannya.
Seseorang akan melakukan sesuatu apabila dia mempunyai keyakinan akan
hasil yang akan didapatkan dari kegiatan yang dia lakukan, kemudian ia akan
memilih antara melakukan atau tidak melakukan kegiatannya. Wajib Pajak
yang memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas mengenai perpajakan
tentunya dia akan tahu dan memiliki keyakinan bahwa membayar pajak itu
penting, sebab dari dana itulah pembangunan nasional dapat dilaksanakan dan
kelak nantinya Wajib Pajak tersebut akan mendapatkan manfaat dari

pembayaran pajak (behavioral beliefs).

Ketika seseorang memiliki keinginan untuk melakukan suatu aktivitas

tertentu, akan muncul suatu keyakinan akan adanya harapan dari pihak lain
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dan dorongan untuk mewujudkan harapannya (normative beliefs). Keyakinan
ini bisa dikaitkan dengan faktor pelayanan pajak, dimana dengan adanya
kualitas pelayanan yang tinggi, fasilitas yang memadai, sistem pengelolaan
perpajakan yang efektif dan efisien, serta adanya penyuluhan pajak yang akan
mendorong atau memotivasi Wajib Pajak supaya patuh dan taat terhadap
peraturan pajak serta akan menumbuhkan keyakinan bahwa apa yang dia

lakukan itu benar (Arum, 2012).

Pelayanan yang baik juga dapat dijadikan sebagai alat untuk
mengontrol para Wajib Pajak agar tidak memiliki kesan atau gambaran yang
buruk terhadap kantor pajak dimana hal ini akan mempengaruhi keyakinan
mereka untuk membayar pajak. Apabila pelayanan yang diberikan terasa
kurang memuaskan, tentunya Wajib Pajak setelah melakukan pembayaran
pajak akan merasa kurang nyaman, dan dapat mendorong munculnya tindakan

pelanggaran pajak (control beliefs).

Kepatuhan pajak.

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa kepatuhan
memiliki arti taat terhadap suatu ketentuan, atau ajaran atau sejenisnya
(Kiryanto, 2000). Sedangkan menurut Jatmiko (2006) dalam penelitiannya
menyimpulkan bahwa kepatuhan memiliki arti suatu motivasi seseorang,
kelompok atau organisasi untuk melakukan suatu kegiatan/aktivitas atau tidak

sesuai dengan ketentuan atau aturan yang diterapkan. Sikap patuh pada
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seseorang adalah suatu interaksi antara apa yang dilakukan oleh seseorang,

kelompok dan organisasi.

Aturan yang berlaku dalam hal pajak tentunya adalah peraturan
perpajakan. Maka, pengertian dari kepatuhan pajak sendiri adalah suatu
ketaatan atau kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku atas
peraturan perpajakan yang diwajibkan untuk dilakukan oleh Wajib Pajak

(Kiryanto, 2000).

Kepatuhan pajak dapat diistilahkan sebagai sikap taat terhadap
peraturan atau ketentuan yang berkaitan dengan perpajakan yang mewajibkan
pihak Wajib Pajak untuk melakukan sesuatu atau diharuskan untuk
melaksanakan peraturan sesuai yang tertulis dengan undang-undang
perpajakan. Wajib Pajak yang masuk dalam kategori taat terhadap peraturan
pajak akan cenderung untuk melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik
dan benar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak
dapat dikatakan patuh apabila telah memenuhi beberapa kriteria tertentu yang
terdapat pada Keputusan Mentri Keuangan no. 544/KMK.04/2000 tentang

Kriteria Wajib Pajak.

Kriteria Wajib Pajak yang dapat dikatakan taat terhadap peraturan
pajak tertera pada Undang-undang No. 16 tahun 2000 mengenai ketentuan
umum dan tata cara perpajakan juga terdapat pada KMK

No0.554KMK.04/2000 j.o KMK No0.235/KMK.03/2003, kriteria tersebut
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diantaranya adalah: (1) Tepat waktu dalam memberikan SPT (Surat
Pemberitahuan) untuk semua jenis pajak selama dua tahun terakhir; (2) Tidak
memiliki tunggakan pajak pada semua jenis pajak yang ditanggung kecuali
Wajib Pajak tersebut telah mendapatkan izin untuk mengangsur atau menunda
pembayaran pajak yang terkait; (3) Belum pernah dijatuhi hukuman karena
melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu sepuluh
tahun terakhir; (4) Selama dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan
serta dilakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak, hasil koreksi pada
pemeriksaan yang terakhir pada setiap jenis pajak terutang yang dimiliki
Wajib Pajak paling banyak memiliki nominal lima persen; (5) Hasil laporan
audit laporan keuangan yang dilakukan oleh akuntan publik atau Badan
Pengawas Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa
pengecualian atau wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian

tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal (Ghoni,2012).

. Pengetahuan dan Pemahaman Pajak.

Pengetahuan merupkan hasil dari proses berfikir tentang sesuatu
dimana sebelumnya Kita tidak tahu menjadi tahu dan menghilangkan keraguan
atas seseuatu yang sedang dihadapi. Sedangkan pemahaman dapat diartikan
sebagai suatu kemampuan dalam menangkap makna atau arti dari sesuatu
yang sedang dipelajari (Widayati dan Nurlis, 2010). Pengetahuan dan

pemahaman pajak dapat didefinisikan sebagai penalaran dan penangkapan
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makna atau arti dari hal-hal yang berkaitan dengan pajak termasuk peraturan

pajak.

Pengetahuan perpajakan yang diperoleh dari berbagai sumber
informasi atau pendidikan akan memberikan dampak yang baik pada
pemahaman mereka mengenai peraturan pajak. Saat ini, sistem perpajakan
menggunakan Self Assessment System dimana Wajib Pajak diberi
tanggungjawab penuh terhadap segala aktivitas yang ada di kantor pajak,
aktivitas tersebut meliputi perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak
(Julianti, 2014). Penggunaan sistem ini akan memberikan edukasi kepada
Wajib Pajak dimana mereka dituntut memiliki pengetahuan tentang
bagaimana cara menghitung, membayar dan melaporakan kewajiban pajak
mereka, sehingga dengan adanya kondisi seperti ini dapat memungkinkan
masyarakat untuk lebih mempelajari mengenai ilmu-ilmu perpajakan (Tahar
dan Wilie, 2012). Pengetahuan yang luas serta pemahaman yang baik tentang
perpajakan tentunya akan mengarahkan Wajib Pajak untuk mematuhi
peraturan pajak, mereka akan paham bahwa terdapat hukuman yang setimpal

apabila melanggar peraturan perpajakan.

Widayati dan Nurlis (2010) menyimpulkan dalam penelitiannya
bahwa untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak,
bisa diidentifikasi melalui hal tertentu, pertama yaitu kepemilikan Nomor

Pokok Wajib Pajak (NPWP). Peraturan Undang-undang Nomor 28 Pasal 1
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ayat 6 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
menyatakan bahwa NPWP merupakan suatu nomor yang dimiliki oleh Wajib
Pajak sebagai identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan segala hal yang
berkaitan dengan hak dan kewajiban perpajakannya. Setiap Wajib Pajak yang
mempunyai pendapatan diharuskan menyegerakan diri untuk mendapatkan

NPWP.

Kedua, yaitu pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban
sebagai Wajib Pajak. seseorang yang telah mengetahui dan memahami
bagaimana hak sebagai Wajib Pajak dalam memakai atau memanfaatkan hasil
dari program pemerintah seperti dapat merasakan fasilitas umum yang
memadai, mampu merasakan jala yang bagus, pembangunan sekolah negeri
yang nantinya akan digunakan oleh anak-anak, dan lain sebagainya, serta
mengetahui dan memahami akan aktivitas yang dilakukan di kantor pajak
seperti mengisi lembar formulir, menghitung pajak, dan melaporkan SPT
tepat pada waktunya dan lain-lain, mereka akan melakukan kewajiban

perpajakannya dengan baik dan benar.

Ketiga, pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan.
Sanksi atas pelanggaran pajak terdapat pada Undang-undang Nomor 28 Tahun
2007 mengenai Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Sanksi tersebut
di antaranya yaitu sanksi keterlambatan penyampian SPT WPOP (Wajib

Pajak Orang Pribadi), sanksi keterlambatan pembayaran pajak dan lain-lain.
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Keempat, pengetahuan dan pemahaman mengenai Penghasilan Tidak
Kena Pajak (PTKP), Penghasilan Kena Pajak (PKP), dan tarif pajak. Undang-
undang Nomor 36 Tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan lebih tepatnya
pada pasal 7 ayat 1 menjelaskan tentang penetapan angka PTKP untuk setiap
jenis sajib pajak seperti WPOP, Wajib Pajak yang sudah kawin, Wajib Pajak
dimana antara suami dan istri penghasilannya digabung, dan lain sebagainya.
PKP merupakan suatu pendapatan dimana penghasilan yang diperoleh Wajib
Pajak menunjukkan nilai lebih besar dari pada PTKP. Wajib Pajak yang
paham akan tarif pajak yang ia tanggung, maka ia akan terdorong untuk

menghitung kewajiban pajaknya dengan benar.

Kelima, Wajib Pajak mengetahui dan memahami peraturan pajak
melalui sosialisasi yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak atau Wajib Pajak
dapat menggali pengetahuan lewat training perpajakan yang bisa mereka ikuti.
Masyarakat hendaknya mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang cukup
mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pajak untuk melaksanakan kewajiban
perpajakannya. Wajib Pajak yang memiliki tingkat pengetahuan dan
pemahaman tentang pajak yang tinggi tentunya akan mendorong Wajib Pajak

tersebut untuk patuh terhadap peraturan pajak.

. Persepsi kualitas pelayanan fiskus.

Pelayanan merupakan suatu tindakan atau aktivitas seseorang yang

ditujukan kepada orang lain untuk memberikan segala keperluan yang
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dibutuhkan orang tersebut, seperti informasi, fasilitas, dan sarana yang
disediakan untuk memberikan rasa nyaman dan aman serta akan timbul rasa
puas terhadap apa yang ia peroleh sehingga orang tersebut merasa dihargai
(Tahar dan Arnain, 2014). Pengertian lain dari pelayanan dapat katakan
sebagai suatu cara dalam membantu mempersiapkan segala hal keperluan
yang dibutuhkan oleh seseorang dalam melakukan sesuatu. Sehingga,
pelayanan fiskus adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh petugas pajak
dalam bagaimana sebisa mungkin dapat membantu Wajib Pajak untuk
menyelesaikan tugasnya di kantor pajak dengan segala kebutuhan yang
mereka miliki dengan memanfaatkan ilmu serta fasilitas yang dimiliki (Arum,

2012).

Petugas pajak dalam mengemban tugasnya tentu memiliki skill yang
tinggi serta kecerdasan dan kreatifitas dalam memberikan pelayanannya.
Sehingga untuk mewujudkan situasi yang nyaman bagi Wajib Pajak saat
melakukan aktivitasnya, tentunya hanya fiskus yang berkompeten dan
profesional yang akan melayani Wajib Pajak tersebut serta memberikan rasa

nyaman bagi mereka.

Adanya kepuasan tersebut dapat mengindikasikan kualitas pelayanan
yang baik serta dapat memberikan gambaran tersendiri bagi pihak Wajib
Pajak dalam menilai kualitas pelayanan yang diperolehnya sewakti melakukan

aktivitas di kantor pajak sehingga dapat membuat Wajib Pajak untuk lebih
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tergerak dalam beraktivitas di kantor pajak. Dengan kata lain, dalam
menumbuhkan rasa patuh pada peraturan pajak dapat didorong dengan
memberikan kualitas pelayanan yang terbaik yang bisa dilakukan oleh petugas
pajak dengan segala fasilitas yang dimiliki serta sikap profesional yang terus

ditunjukkan melalui pelayanan yang diberikan (Syamsudin, 2014).

. Kondisi keuangan.

Kondisi keuangan Wajib Pajak dapat diartikan sebagai kemampuan
perekonomian Wajib Pajak dalam memenuhi segala hal keperluan yang
dibutuhkannya baik itu kebutuhan pokok ataupun kebutuhan tambahan.
Apabila Wajib Pajak tersebut mampu mewujudkan semua kebutuhannya yang
dibagi atas kebutuhan primer, kebutuhan sekunder ataupun kebutuhan tersier
dengan menggunakan modal yang diperolehnya dari pendapatan yang dimiliki
tanpa bantuan pinjaman dari pihak lain, maka dapat disimpulkan bahwa

kondisi keuangan Wajib Pajak tersebut sedang baik (Agustiantono, 2012).

Penelitian Bloomgist (2003) menyimpulkan bahwa tekanan yang
timbul akibat dari kondisi kuangan seorang dapat dijadikan sebagai salah satu
sumber tekanan bagi Wajib Pajak. Bloomgist (2003) juga menyebutkan pada
penelitiannya bahwa Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki kondisi
perekonomian yang lemah sangat dimungkinkan mereka akan melakukan

tindak penghindaran pembayaran pajak apabila kondisi keuangan Wajib Pajak
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yang kritis akibat dari pengeluaran relatif besar yang tidak sesuai dengan

pendapatan yang dimilikinya.

Wajib Pajak yang dalam memenuhi keinginan ataupun kebutuhannya
sering menggunakan pinjaman dari pihak lain, baik yang diperoleh dari
keluarga, teman, ataupun melalui bank, dapat disimpulkan bahwa kondisi
keuangan Wajib Pajak tersebut kurang baik atau lebih parahnya buruk. Wajib
Pajak yang sedang berada pada kondisi keuangan yang lemah akan
mengurangi pengeluran yang dirasa kurang menguntungkan baginya dan

memprioritaskan kebutuhan pokok yang ia butuhkan.
B. Hasil Penelitian Terdahulu.

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Ghoni (2012) mengenai
pengaruh motivasi dan pengetahuan Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib
Pajak daerah menunjukkan bahwa pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh
signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak daerah. Pernyataan tersebut didukung
dengan adanya pengetahuan yang dimiliki Wajib Pajak dalam menghitung pajak
terutangnya, sanksi yang akan diperoleh apabila melanggar peraturan perpajakan
dan manfaat yang diperoleh dari membayar pajak, sehingga masyarakat tidak
merasa dirugikan.

Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Aryobimo (2012)
mengenai pengaruh persepsi Wajib Pajak tentang kualitas pelayanan fiskus

terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan kondisi keuangan Wajib Pajak dan
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preferensi risiko sebagai variabel moderating menunjukkan bahwa persepsi
Wajib Pajak tentang kualitas pelayanan fiskus, kondisi keuangan Wajib Pajak
dan preferensi risiko berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Selain
itu, kedua variabel moderasi yaitu kondisi keuangan Wajib Pajak dan preferensi
risiko juga berpengaruh positif terhadap hubungan antara persepsi Wajib Pajak
tentang kualitas pelayanan fiskus dengan kepatuhan Wajib Pajak.

Pada penelitian yang lain oleh Hardiningsih dan Yulianawati (2011)
tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak
menjelaskan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif secara
signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa
pelayanan yang maksimal dan memadai dan dapat memberikan kepuasan bagi
Wajib Pajak sehingga mampu membuat Wajib Pajak merasa tidak tertekan pada

saat melakukan aktivitas pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan di negara berkembang Nigeria oleh
Alabede dkk (2011) mengenai pengaruh persepsi tentang kualitas pelayanan
fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan variabel kondisi keuangan dan
preferensi risiko sebagai variabel moderasi memperlihatkan bahwa persepsi
kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap
kepatuhan pajak, kemudian pada kondisi keuangan Wajib Pajak sebagai variabel

moderasi memiliki pengaruh berarah positif meskipun tidak secara signifikan
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terhadap hubungan antara persepsi kualitas pelayanan fiskus dengan kepatuhan

Wajib Pajak.

C. Pengembangan Hipotesis.
1. Hubungan antara pengetahuan dan pemahaman pajak dengan
kepatuhan pajak.

Pengetahuan dan pemahaman seseorang terhadap peraturan pajak
berhubungan dengan penentuan perilaku yang akan diambil oleh Wajib Pajak
dalam kepatuhan atau ketaatannya untuk membayar pajak. Wajib Pajak yang
memiliki tingkat pendidikan yang tinggi akan cenderung memiliki
pengetahuan dan pemahaman mengenai perpajakan yang tinggi pula dan
begitu pula sebaliknya.

Artinya, Wajib Pajak yang memiliki pengetahuan tinggi tentang pajak
akan mendorong Wajib Pajak tersebut untuk mematuhi peraturan perpajakan
berdasarkan logika berpikir yang dia punyai mengenai timbal balik yang akan
didapat dari kepatuhannya terhadap peraturan pajak sehingga akan
mempermudah dia dalam melakukan aktifitas kesehariannya dengan fasilitas
yang diberikan oleh pemerintah seperti jalan raya yang halus, pelayanan
kesehatan yang memadabhi, sistem keamanan yang bagus dan lain sebagainya.

Adanya pengetahuan yang cukup mengenai perpajakan tidak hanya
memberikan dorongan akan kesadaran Wajib Pajak saja, tapi juga

memberikan keakuratan dalam melakukan aktivitas perpajakannya. Mereka
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sudah paham betul bagaimana cara mengisi lembar SPT, bagaimana cara
menghitung pajak mereka dan lain sebagainya sehingga tingkat
keakuratannya akan maksimal, sehingga akan mencegah sanksi-sanksi
tertentu yang mungkin dapat diperoleh apabila melakukan kesalahan dalam
melakukan aktivitas perpajakan.

Hal ini juga didukung oleh hasil penelitian dari Ghoni (2012) yang
menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap
kepatuhan pajak secara signifikan, dan Mir’atusholihah dkk (2014) dalam
penelitiannya yang memberikan kesimpulan bahwa pengetahuan perpajakan
berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pajak, serta dari penelitian
Handayani (2012) yang memberikan hasil bahwa pengetahuan dan
pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, namun hal ini
berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hardiningsih dan Nila
(2011) dimana di dalam penelitiannya dijelaskan bahwa pengetahuan dan
pemahaman pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan
logika hipotesis di atas, maka peneliti menyatakan hipotesis dalam penelitian
ini sebagai berikut:

H1: Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

2. Pengaruh persepsi kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan pajak.
Pelayanan fiskus merupakan suatu upaya yang dilakukan petugas

pajak dalam membantu segala hal yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak.
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Kebutuhan tersebut dapat berupa komunikasi yang baik antara pegawai pajak
dan Wajib Pajak sehingga informasi yang disampaikan sesuai dengan apa
yang dimaksudkan, fasilitas berupa peralatan yang dapat mempermudah
Wajib Pajak dalam melakukan aktifitasnya di dalam kantor pajak, dan lain
sebagainya. Adanya fasilitas yang mendukung akan memberikan nilai positif
bagi Kantor Pelayanan Pajak, Wajib Pajak tidak akan merasa terbebani
dengan adanya panduan dari petugas pajak yang baik dan profesional
walaupun dalam hal ini Wajib Pajak mengeluarkan uangnya. Sehingga timbal
balik yang diterima Wajib Pajak yaitu berupa rasa nyaman dan puas terhadap
pelayanan yang diberikan oleh fiskus, maka persepsi Wajib Pajak terhadap
pelayanan fiskus akan baik dan Wajib Pajak tersebut akan taat membayar
pajak.

Pernyataan tersebut juga sesuai dengan hasil penelitian dari
Mubarokah dan Srimindarti (2015) yang menjelaskan bahwa persepsi
kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, serta
penelitian Jotopurnomo dan Yenni (2013) juga memberikan hasil yang
serupa dimana kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap
kepatuhan secara signifikan, serta selaran dengan hasil penelitian
Hardiningsih dan Nila (2011) yang juga memberikan kesimpulan bahwa
kualitas pelayanan fiskus secara signifikan berpengaruh positif terhadap
kepatuhan pajak, tetapi Winerungan (2013) memiliki hasil lain dimana di

dalam penelitiannya menjelaskan bahwa persepsi kualitas pelayanan fiskus
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tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan logika hipotesis di
atas, maka peneliti menyatakan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:
H2: Persepsi kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap
kapatuhan Wajib Pajak.

3. Pengaruh kondisi keuangan terhadap hubungan antara pengetahuan dan
pemahaman pajak dengan kepatuhan pajak.

Beban keuangan Wajib Pajak dapat dijadikan sebagai salah satu
faktor yang bisa mempengaruhi dorongan atau komitmen untuk
melaksanakan kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan keuangan dimana
salah satunya yaitu utang pajak. Ketika kondisi keuangan seseorang baik atau
memiliki persediaan ekonomi yang cukup serta memiliki pengetahuan yang
baik pula tentang peraturan perpajakan, maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak
akan cenderung menjadi lebih baik, berlaku juga untuk sebaliknya. Walaupun
Wajib Pajak sudah paham betul mengenai manfaat dari pembayaran pajak,
namun dengan melihat kondisi keuangan yang minim, maka akan muncul
tekanan yang mendorong Wajib Pajak tersebut untuk mencari cara bagaimana
dia dapat menghindari pengeluaran berupa pembayaran pajak tersebut, dan
lebih memilih untuk menggunakan persediaan uangnya untuk keperluan yang
mungkin dapat dia rasakan secara langsung.

Sehingga berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa
kondisi keuangan Wajib Pajak dapat berpengaruh terhadap hubungan antara

pengetahuan pajak dengan kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini juga sesuai dengan
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hasil penelitian dari Julianti (2014) yang menyebutkan bahwa variabel
kondisi keuangan dapat berpengaruh positif terhadap hubungan antara
pengetahuan dan pemahaman pajak dengan kepatuhan pajak. Penelitian Mory
(2015) dan Pratiwi (2014) menyimpulkan bahwa kondisi keuangan dapat
berpengaruh terhadap kepatuhan pajak sehingga sangat dimungkinkan
variabel ini pun juga akan mampu mempengaruhi hubungan antara
pengetahuan dan pemahaman pajak dan kepatuhan pajak, namun hal ini
berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Syamsudin (2014) yang
menjelaskan bahwa kondisi keuangan tidak berpengaruh terhadap hubungan
antara pengetahuan dan pemahaman pajak dengan kepatuhan pajak.
Berdasarkan logika hipotesis di atas, maka peneliti menyatakan hipotesis
dalam penelitian ini sebagai berikut:
H3: Kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap hubungan antara
pengetahuan pajak dengan kepatuhan pajak.

4. Pengaruh kondisi keuangan terhadap hubungan antara persepsi kualitas
pelayanan fiskus dengan kepatuhan pajak.

Seseorang yang berada dalam kondisi perekonomian yang lemah akan
merasa tertekan apabila orang tersebut memiliki kewajiban untuk membayar
hutang atau hal semacamnya termasuk hutang pajak (Torgler, 2003). Di
dalam penelitian Alabede dkk (2011) menunjukkan hasil yang menyatakan

bahwa kondisi kuangan dari Wajib Pajak yang dijadikan sebagai variabel
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moderating berpengaruh positif walaupun tidak secara signifikan terhadap
hubungan dari persepsi kualitas pelayanan fiskus dengan kepatuhan pajak.

Pada penelitian ini variabel kondisi keuangan juga digunakan sebagai
variabel moderasi dalam hubungan antara persepsi kualitas pelayanan fiskus
dengan kepatuhan pajak. Apabila persepsi kualitas pelayanan pajak yang
dimiliki Wajib Pajak baik maka kepatuhan pajak dari Wajib Pajak juga akan
meningkat. Akan tetapi, apabila hubungan tersebut ditambah dengan variabel
kondisi keuangan sebagai variabel moderasi maka sangat dimungkinkan
hubungan antara persepsi kualitas pelayanan fiskus dengan kepatuhan pajak
dapat berubah baik itu menjadi lebih kuat ataupun lebih rendah.

Pernyataan di atas sesuai dengan hasil penelitian dari Julianti (2014)
dan Penelitian Aryobimo dan Nur (2012) yang menyebutkan bahwa variabel
kondisi keuangan dapat berpengaruh positif dan signifikan terhadap
hubungan antara persepsi kualitas pelayanan fiskus dengan kepatuhan pajak.
Penelitian Aryobimo (2012) yang lain pun juga memiliki hasil yang sama,
dan hal serupa juga disimpulkan oleh Alabede dkk (2011) dimana kondisi
keuangan memberikan pengaruh positif terhadap hubungan antara kualitas
pelayanan fiskus dan kepatuhan pajak, akan tetapi hasil tersebut berbeda
dengan kesimpulan yang dibuat oleh Syamsudin (2014) dan Monika (2013)
dimana dalam penelitiannya mereka menjelaskan bahwa kondisi keuangan

tidak berpengaruh terhadap hubungan antara persepsi kualitas pelayanan
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fiskus dengan kepatuhan pajak. Berdasarkan logika hipotesis di atas, maka

peneliti menyatakan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

H4: Kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap hubungan antara

persepsi kualitas pelayanan fiskus dengan kepatuhan pajak.

D. Model Penelitian
Penelitian ini dilakukan guna menguji pengaruh pengetahuan dan
pemahaman pajak dan persepsi kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan
pajak dengan kondisi keuangan sebagai variabel moderasi. Kerangka pemikiran

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pengetahuan dan

Pemahaman Pajak (ﬂ\
Kepatuhan Pajak

A (+)
Persepsi Kualitas
Pelayanan Fiskus (+)

(+)

Kondisi Keuangan

GAMBAR 2.1

Model Penelitian



